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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari prinsip equality
before the law dalam penanganan dan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022 /PN Jkt.Sel
terhadap putusan Ferdy Sambo, serta mengidentifikasi faktor dan indikator yang
memengaruhi penegakan prinsip equality before the law dan fair trial dalam sistem
peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus
(case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh
melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta
data non-hukum berupa dokumen resmi dan pemberitaan media yang relevan.
Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori sistem hukum
Lawrence M. Friedman dan teori negara hukum (rechtsstaat). Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa penerapan prinsip equality before the law pada tahap
persidangan telah diwujudkan melalui pertimbangan hukum hakim yang
menjatuhkan pertanggungjawaban pidana tanpa mempertimbangkan status
terdakwa sebagai pejabat tinggi Polri. Akan tetapi, pada tahap penyelidikan dan
penyidikan masih ditemukan penyalahgunaan kewenangan, rekayasa fakta,
penghilangan alat bukti, serta intervensi terhadap proses penegakan hukum yang
mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip equality before the law dan
fair trial. Sehingga, upaya penguatan independensi aparat penegak hukum,
efektivitas perlindungan saksi dan justice collaborator, mekanisme pengawasan
yang akuntabel, serta peningkatan budaya hukum untuk menjamin terwujudnya
persamaan di hadapan hukum secara konsisten.

Kata kunci: equality before the law; fair trial; relasi kekuasaan; Ferdy Sambo; sistem
peradilan pidana.

Abstract
This study aims to analyze the implementation of equality before the law principle in
the handling and Decision Number 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel on the Ferdy Sambo
case, as well as identify factors and indicators that affect the enforcement of the
principles of equality before the law and fair trial in the Indonesian criminal justice
system. This study uses a normative juridical method with a statutory approach, a case
approach, and a conceptual approach. Data was obtained through literature studies
on primary, secondary, tertiary, and non-legal data in the form of official documents
and relevant media reports. The analysis was carried out qualitatively using the theory
of the legal system Lawrence M. Friedman and the theory of the state of law
(rechtsstaat). The results of the study show that the application of the principle of
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equality before the law at the trial stage has been realized through the legal
considerations of judges who impose criminal liability without considering the status
of the defendant as a high-ranking official of the National Police. However, at the
investigation and investigation stage, abuse of authority, and intervention in the law
enforcement indicate the principles of equality before the law and fair trial has not
been optimal.

Keywords: equality before the law; fair trial; power relations; Ferdy Sambo; the
criminal justice system.

PENDAHULUAN

Relasi kekuasaan dalam penegakan hukum pidana dipahami sebagai
distribusi kewenangan formal yang beroperasi dalam struktur sosial dengan sarat
kepentingan sebagai jaringan dominasi sehingga memengaruhi kepastian hukum
dan keadilan (Manurung, 2025). Dengan kondisi tersebut, prinsip equality before the
law tereduksi dalam penerapannya sebagai prinsip dasar untuk melindungi dan
mempertahankan hak bahwa setiap orang sama di mata hukum. Dalam menerapkan
asas equality before the law, penerapan asas fair trial menjadi indikator penting
untuk menilai sejauh mana hukum benar-benar dijalankan secara adil dan imparsial
(Denigustiyan, 2026). Prinsip equality before the law pada dasarnya melindungi hak
setiap orang di hadapan hukum meliputi relasi kepastian hukum, keadilan, dan
perlindungan HAM. Namun dalam praktiknya masih menunjukkan adanya
ketimpangan perlakuan dan lemahnya jaminan perlindungan bagi golongan rentan.
Problem diskriminasi dalam hukum pidana tidak sebatas berasal dari kurangnya
regulasi, namun juga dari cara hukum dijalankan pada struktur kekuasaan yang
belum sepenuhnya akuntabel. Prinsip equality before the law dijamin dalam
(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), (Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1)) “Menyatakan segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali dan menjamin hak
setiap orang atas pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan
hukum”. Prinsip equality before the law menjamin keamanan saksi dan pihak yang
terlibat dalam proses peradilan sebagai elemen penting dalam menjamin keadilan
yang setara.

Dalam kasus Ferdy Sambo, adanya justice collaborator, dugaan obstruction of
justice dan Kketerbatasan efektivitas perlindungan kelembagaan merupakan
hambatan dalam menerapkan prinsip equality before the law secara optimal. Hal
tersebut dikarenakan sebagian saksi berasal dari lingkungan internal kepolisian
yang secara struktural berada di bawah pengaruh terdakwa, Richard Eliezer yang
memperoleh status sebagai justice collaborator karena dianggap kooperatif dan
membantu mengungkap konstruksi pembunuhan berencana, serta adanya
penghilangan CCTV, rekayasa TKP, dan penyusunan narasi palsu. Hal tersebut
menjadi alasan utama prinsip equality before the law masih belum sepenuhnya
terwujud dalam kasus Ferdy Sambo (Anita Indri R. Sembiring, 2024). Adanya relasi
kekuasaan memengaruhi dinamika penegakan hukum pidana yang menunjukkan
adanya resistensi institusional dalam mengungkap fakta secara objektif. Kondisi ini
mencerminkan bahwa posisi sosial dan kekuasaan pelaku berpotensi memengaruhi
arah penanganan putusan, sehingga prinsip equality before the law mengalami
distorsi dalam praktik. Bahkan, penerapan asas fair trial dalam putusan ini
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menunjukkan dinamika yang tidak linear, di mana akuntabilitas hukum baru
menguat setelah adanya tekanan publik dan pengawasan eksternal yang intens.
Perkembangan proses peradilan hingga putusan menunjukkan adanya upaya
korektif dalam sistem hukum (Syarifah Pua Djiwa, 2025). Analisis terhadap putusan
pengadilan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah berupaya
mengakomodasi aspek keadilan substantif, meskipun masih memunculkan
perdebatan terkait proporsionalitas pidana dan persepsi keadilan di masyarakat
(Wulandari & Susanti, 2025). Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana
pelanggaran etik dan profesionalisme aparat berdampak signifikan terhadap
menurunnya Kkepercayaan public terhadap sistem peradilan pidana secara
keseluruhan (Maulana et al., 2025). Kasus ini juga menunjukkan gejala sistemik
yang mengarah pada pergeseran dari prinsip equality before the law menuju praktik
hukum yang dipengaruhi kekuasaan (Widiyanto et al., 2025).

Pada Putusan (Nomor 796/Pid.B/2022 /PN Jkt.Sel) memperlihatkan adanya
upaya hakim untuk mengakomodasi keadilan substantif melalui pertimbangan
bersifat legal-formal, moral dan sosiologis. Disparitas pemidanaan dalam putusan
Ferdy Sambo terlihat dari perbedaan antara putusan tingkat pertama dan kasasi.
Pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim tidak menemukan faktor
meringankan dan menekankan hal-hal memberatkan, seperti pembunuhan
terhadap ajudan sendiri, merusak citra institusi Polri, dan menimbulkan kegaduhan,
sehingga menjatuhkan pidana mati. Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah
Agung mengubahnya menjadi pidana seumur hidup dengan pertimbangan
penyeimbangan tujuan pemidanaan (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan), aspek
sosiologis-filosofis yang lebih menekankan pembinaan, perbaikan kualifikasi tindak
pidana yang memengaruhi berat ringannya hukuman, serta adanya dissenting
opinion yang menunjukkan tidak bulatnya pandangan hakim agung. Dari sudut
pandang prinsip equality before the law, rangkaian putusan kasus Ferdy Sambo
menunjukkan ambivalensi dalam praktik penegakan hukum. adanya rekayasa
skenario, pelanggaran etik aparat, hingga tekanan publik menunjukkan bahwa
prinsip tersebut tidak bekerja secara otomatis dalam sistem, melainkan
membutuhkan intervensi eksternal untuk dapat ditegakkan secara optimal.

Meskipun berbagai kajian telah membahas kasus Ferdy Sambo, masih
terdapat kekosongan analisis yang mengintegrasikan secara komprehensif dimensi
relasi kekuasaan ditinjau dari prinsip equality before the law dan prinsip fair trial
dalam peradilan pidana. Sebagian besar penelitian cenderung bersifat parsial dan
belum menghubungkan secara sistematis antara dominasi kekuasaan, implementasi
asas fair trial, serta implikasinya terhadap prinsip equality before the law (Sinaga &
et.al, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa semakin
kuat dominasi relasi kekuasaan dalam sistem peradilan pidana, semakin besar
potensi terjadinya distorsi keadilan dan pelemahan prinsip persamaan di hadapan
hukum. Studi ini memiliki kebaruan untuk menganalisis penerapan prinsip equality
befor ethe law dan prinsip fair trial dalam membaca kasus Ferdy Sambo secara
holistik. Faktor apa saja yang memengaruhi penerapan prinsip equality before the
law dan prinsip fair trial, serta apa saja indikator dalam menegakkan prinsip-prinsip
tersebut dalam peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip equality
before the law dalam penanganan perkara dan pertimbangan hukum hakim pada
Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel terkait kasus Ferdy Sambo, serta
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mengkaji sejauh mana penerapan prinsip tersebut telah mencerminkan persamaan
kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan
dalam menegakkan prinsip equality before the law dan prinsip fair trial dalam
proses peradilan pidana, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai upaya
mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjamin perlindungan hak
asasi manusia, serta memperkuat kepastian hukum sesuai dengan prinsip negara
hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian hukum pada hakikatnya merupakan sarana
analisis yang digunakan untuk mengkaji, menafsirkan, serta menilai hukum sebagai
sistem yang berkembang dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Ketepatan
dalam menentukan metode penelitian sangat memengaruhi keluasan maupun mutu
analisis hukum yang dihasilkan (Yulis, 2025). Bahan hukum disesuaikan dengan isu
relasi kekuasaan, diskriminasi dalam penegakan hukum, dan keadilan substantif
(Widiarty, 2024). Untuk memperkuat analisis, penelitian hukum memerlukan
dokumen kasus, laporan institusi, serta pemberitaan media yang kredibel guna
memberikan penjelasan terhadap dinamika penanganan putusan pidana
(Hehanussa et al.). Metode analisis mencakup analisis kualitatif melalui proses
interpretasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap norma hukum dan fakta kasus
(Wibowo, 2023).

Penelitian yuridis normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek
kajian, menelaah struktur dan penerapannya dalam permasalahan yang diteliti.
Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis ketentuan
hukum yang berlaku. Bertujuan untuk mengkaji secara kritis permasalahan yang
diteliti, terutama terkait relasi kekuasaan dan potensi diskriminasi dalam sistem
peradilan pidana (Putri Ayu Dewanti, Rayzsya Kanaya, 2025). Pendekatan
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan kasus (case
approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan
menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 796 /Pid.B/2022 /PN Jkt.Sel sebagai
objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim,
penerapan norma hukum, serta proses penegakan hukum untuk menilai sejauh
mana putusan tersebut mencerminkan atau justru menyimpang dari prinsip
equality before the law. Melalui pendekatan ini, penelitian juga mengidentifikasi
adanya kemungkinan disparitas pemidanaan, perlakuan yang tidak setara terhadap
para pihak, serta pengaruh relasi kekuasaan yang dapat memengaruhi
independensi dan objektivitas proses peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta data non-hukum yang saling
melengkapi untuk mendukung analisis terhadap permasalahan penelitian. Bahan
hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan
menjadi dasar utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan
meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya
Pasal 27 ayat (1) mengenai prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara di
hadapan hukum serta Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan kepastian hukum yang
adil. Selain itu, penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022 /PN
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Jkt.Sel dalam putusan Ferdy Sambo sebagai objek utama analisis, serta berbagai
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan
pidana, kewenangan kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman yang relevan dengan isu
penelitian.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder
yang digunakan terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian
terdahuluy, tesis, disertasi, serta publikasi akademik lainnya yang membahas hukum
pidana, hukum tata negara, sistem peradilan pidana, teori penegakan hukum,
kekuasaan kehakiman, serta instrumen hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini
juga memanfaatkan berbagai kajian ilmiah yang mengulas dinamika hubungan
otoritas penegak hukum, asas persamaan di hadapan hukum (equality before the
law), serta ketimpangan perlakuan dalam proses peradilan pidana sebagai landasan
konseptual untuk menganalisis fenomena yang dikaji.

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk
memperjelas konsep, istilah, dan pengertian hukum yang digunakan dalam
penelitian. Bahan hukum tersier tersebut meliputi kamus hukum, kamus bahasa
Indonesia, ensiklopedia hukum, glosarium istilah hukum, serta berbagai sumber
referensi lain yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian. Penggunaan bahan
hukum tersier dimaksudkan untuk membantu memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi objek pembahasan
(Wibowo, 2023).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi,
mengkaji, dan mengolah berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan
penelitian (Hehanussa et al., 2023). Kemudian, studi dokumentasi difokuskan pada
analisis dokumen putusan pengadilan, khususnya Putusan (Nomor
796/Pid.B/2022 /PN Jkt.Sel), guna memahami pertimbangan-pertimbangan hukum
hakim serta penerapan norma dalam praktik. Teknik pengolahan data dilakukan
melalui proses interpretasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap norma hukum
serta fakta kasus (Widiarty, 2024). Dengan demikian, pendekatan memungkinkan
penyusunan argumentasi hukum yang komprehensif dalam menilai pengaruh relasi
kekuasaan terhadap kualitas penegakan hukum pidana, serta implikasinya terhadap
kecenderungan pergeseran prinsip negara hukum (Rechtsstaat) menuju negara
kekuasaan (Machstaat).

Dalam penelitian ini kerangka teori digunakan sebagai landasan konseptual
untuk melakukan analisis, menafsirkan fakta hukum, serta membangun
argumentasi yang sistematis, logis, dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji.
Dalam kerangka teori berikut prinsip equality before the law dipahami sebagai asas
fundamental negara hukum yang menegaskan bahwa setiap orang yang berhadapan
dengan hukum memiliki kedudukan, hak, dan perlakuan yang sama di hadapan
hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jabatan, kekuasaan, status sosial,
maupun latar belakang tertentu. Prinsip fair trial dipahami sebagai landasan bahwa
dalam sistem peradilan dibutuhkan transparansi sehingga proses peradilan dapat
dilaksanakan secara adil dan berkepastian hukum.

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menjelaskan hukum sebagai
suatu sistem terdiri dari tiga unsur utama, yaitu; Struktur hukum mencakup
lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; substansi
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hukum berkaitan dengan norma atau aturan yang berlaku; sedangkan budaya
hukum mencerminkan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum (Jimly
Asshiddiqie, 2021). Teori negara hukum (Rechtsstaat) menempatkan hukum
sebagai dasar dan batas utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam
konsep ini, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan
harus tunduk pada norma hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia,
kepastian hukum, serta persamaan di hadapan hukum (equality before the law)
(Dicey, 1959).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip equality before the law merupakan salah satu prinsip fundamental
negara hukum (rechtsstaat) yang menghendaki setiap orang memperoleh
kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, status sosial,
maupun kekuasaan yang dimiliki. “Legal certainty in criminal law is intended to
protect the people from the government, as the executive power, which can act
arbitrarily without regard for limitations.” Dalam jurnal berjudul The Principle of
Legal Certainty in the Termination of Investigations by Police Investigators into Police
Reports, oleh Endik Wahyudi disebutkan bahwa Kepastian hukum dalam hukum
pidana dimaksudkan untuk melindungi rakyat dari pemerintah, sebagai kekuasaan
eksekutif, yang dapat bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan batasan
(Wahyudi, 2026, p. 79)

Penguatan terhadap prinsip tersebut juga tercermin dalam Pasal 28D ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Norma konstitusional ini tidak hanya menjamin persamaan kedudukan setiap
individu di hadapan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak
asasi manusia melalui penyelenggaraan proses peradilan yang adil (fair trial). Oleh
karena itu, setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana harus dilaksanakan secara
objektif, independen, dan bebas dari intervensi maupun penyalahgunaan kekuasaan
agar hak-hak para pihak yang berputusan tetap terlindungi.

Implementasi prinsip equality before the law selanjutnya dijabarkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan sistem
peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, misalnya, melalui Pasal 3 menegaskan bahwa penyelenggaraan
peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, berbiaya ringan, serta
dijalankan oleh lembaga peradilan yang merdeka dan bebas dari campur tangan
pihak mana pun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa independensi lembaga
peradilan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan persamaan perlakuan di
hadapan hukum. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan
hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak
hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
menegaskan penerapan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence),
yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili harus
dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap. Asas tersebut merupakan salah satu indikator utama dalam
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pelaksanaan fair trial karena menjamin bahwa setiap orang memperoleh
perlindungan hak yang sama selama proses peradilan berlangsung.

Dalam aspek pembuktian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) juga memberikan jaminan terhadap penerapan prinsip equality before the
law. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana
apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah, sedangkan Pasal 184 KUHAP mengatur secara limitatif mengenai
jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian putusan pidana.
Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya pemidanaan yang
didasarkan pada dugaan semata ataupun pengaruh kekuasaan, sehingga setiap
terdakwa diperlakukan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2021, khususnya Pasal 30, memberikan kewenangan kepada kejaksaan
sebagai penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan secara profesional,
objektif, dan independen demi kepentingan hukum. Independensi penuntut umum
menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa proses penuntutan tidak
dipengaruhi oleh tekanan politik, jabatan, maupun relasi kekuasaan yang dapat
menghambat terwujudnya persamaan di hadapan hukum.

Keseluruhan ketentuan konstitusional maupun peraturan perundang-
undangan tersebut membentuk kerangka normatif yang menjadi tolok ukur dalam
menilai implementasi prinsip equality before the law dalam praktik penegakan
hukum pidana. Oleh karena itu, dalam menganalisis Putusan Nomor
796/Pid.B/2022 /PN Jkt.Sel terhadap putusan Ferdy Sambo, seluruh norma tersebut
menjadi parameter untuk menguji apakah setiap tahapan penanganan putusan,
mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dan
penjatuhan putusan, telah dilaksanakan secara independen, objektif, serta
memberikan perlakuan yang sama bagi setiap orang tanpa dipengaruhi oleh
jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan sosial terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Ferdy Sambo terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana
sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar telah
merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat
(Brigadir ]), mengatur peran para pelaku lain, serta mengendalikan rangkaian
peristiwa sejak sebelum terjadinya tindak pidana hingga sesudah pembunuhan
dilakukan. Kesimpulan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana
diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan
ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga
membentuk keyakinan hakim mengenai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana
pembunuhan berencana.

Pertimbangan hakim juga mengungkap adanya berbagai tindakan setelah
pembunuhan yang menunjukkan upaya terdakwa untuk mengaburkan fakta yang
sebenarnya. Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa menyusun skenario
seolah-olah telah terjadi peristiwa tembak-menembak, mengarahkan bawahannya
agar memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, serta turut

159



P-ISSN: 1907-5251

I ” ([ YUSTISI @ Lo

U JURNAL HUKUM&KUM ISLAM

Vol. 13 No. 3 Oktober 2026 http://ejournal.ulka-bogor.ac.ld/Index.php/YUSTISI

memengaruhi proses penanganan tempat kejadian putusan. Selain itu, fakta
persidangan juga menunjukkan adanya penghilangan rekaman CCTV di sekitar
lokasi kejadian serta tindakan lain yang kemudian menjadi dasar penegakan hukum
dalam putusan obstruction of justice yang diproses secara terpisah. Meskipun aspek
obstruction of justice tersebut bukan merupakan objek pemeriksaan dalam Putusan
Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, keberadaan fakta-fakta tersebut tetap
dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai gambaran mengenai perilaku
terdakwa setelah tindak pidana dilakukan serta sebagai keadaan yang memperberat
pidana.

Meskipun Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel pada akhirnya
menunjukkan adanya penerapan prinsip equality before the law melalui
pemidanaan terhadap Ferdy Sambo tanpa mempertimbangkan status dan
jabatannya sebagai Perwira Tinggi Polri, proses penanganan putusan sejak tahap
awal justru memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara
ketentuan normatif dengan praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa implementasi prinsip persamaan di hadapan hukum tidak
berlangsung secara konsisten pada setiap tahapan sistem peradilan pidana,
melainkan baru dapat diwujudkan secara optimal setelah putusan memasuki tahap
persidangan.

Secara normatif, seluruh aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk
melaksanakan tugas secara profesional, independen, objektif, dan bebas dari segala
bentuk intervensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan
tersebut diperkuat melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan, serta Pasal 8 ayat (1) undang-undang yang sama yang
mengharuskan setiap orang diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah
(presumption of innocence). Dalam konteks penyidikan, KUHAP juga menghendaki
agar seluruh proses pembuktian dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti
yang sah tanpa adanya tekanan maupun manipulasi fakta. Temuan dalam penelitian
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Immanuela (2024),
yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan
oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh ketepatan penerapan hukum oleh
aparat penegak hukum dan hakim (Endik et.al, 2024).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan
bahwa penerapan prinsip equality before the law dalam putusan Ferdy Sambo masih
menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan institusional. Oleh karena itu,
penguatan prinsip tersebut tidak cukup hanya melalui penerapan norma hukum
dalam putusan pengadilan, tetapi harus diikuti dengan reformasi menyeluruh
terhadap sistem peradilan pidana. Reformasi tersebut mencakup penguatan
independensi aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan dan penyidikan,
peningkatan efektivitas mekanisme perlindungan saksi dan justice collaborator,
optimalisasi fungsi pengawasan internal maupun eksternal terhadap lembaga
penegak hukum, serta penguatan mekanisme akuntabilitas yang mampu mencegah
penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Selain itu, pembentukan budaya
hukum yang menjunjung profesionalisme, integritas, dan transparansi menjadi
prasyarat penting agar prinsip equality before the law tidak berhenti sebagai
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jaminan konstitusional semata, melainkan benar-benar terimplementasi secara
konsisten dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Prinsip equality before the law dan fair trial memperoleh jaminan
konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia sebagai konsekuensi dari
dianutnya konsep negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai
negara hukum, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada
hukum, bukan pada kehendak atau kekuasaan individu. Implementasi prinsip
tersebut secara eksplisit tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di
dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Ketentuan ini
menegaskan bahwa tidak seorang pun, termasuk pejabat negara maupun aparat
penegak hukum, dapat memperoleh perlakuan istimewa ketika berhadapan dengan
proses hukum. Jaminan tersebut dipertegas melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, kedua ketentuan konstitusional
tersebut tidak hanya menegaskan adanya persamaan kedudukan di hadapan
hukum, tetapi juga mengharuskan negara menyelenggarakan proses peradilan yang
adil, tidak diskriminatif, dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam sistem peradilan pidana, prinsip equality before the law tidak dapat
dipisahkan dari prinsip fair trial karena keduanya saling melengkapi. Equality before
the law menempatkan seluruh subjek hukum pada kedudukan yang setara,
sedangkan fair trial menjadi mekanisme prosedural yang memastikan persamaan
tersebut diwujudkan dalam setiap tahapan proses peradilan. Oleh karena itu,
hukum acara pidana Indonesia mengatur berbagai instrumen untuk menjamin
terlaksananya proses peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 menegaskan bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa campur tangan pihak mana
pun. Independensi lembaga peradilan merupakan prasyarat utama agar hakim
dapat memeriksa dan memutus putusan secara objektif tanpa dipengaruhi
kepentingan politik, jabatan, maupun tekanan dari pihak lain. Selanjutnya, Pasal 5
ayat (1) mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum
serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang
dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan
keadilan substantif. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) mengatur penerapan asas praduga
tidak bersalah (presumption of innocence), yaitu setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum
adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas
tersebut merupakan salah satu indikator utama dalam pelaksanaan fair trial karena
menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses
peradilan berlangsung.

Dalam aspek pembuktian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) juga memberikan jaminan terhadap terlaksananya proses peradilan yang
adil melalui Pasal 183 dan Pasal 184. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim
hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan
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pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sedangkan Pasal 184 KUHAP
mengatur secara limitatif jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian
putusan pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah pemidanaan
yang didasarkan pada dugaan, tekanan, maupun pengaruh kekuasaan sehingga
putusan pengadilan benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang terbukti di
persidangan.

Jaminan terhadap prinsip fair trial juga diperkuat melalui Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini
memberikan perlindungan hukum, keamanan, serta hak-hak prosedural kepada
saksi, korban, maupun justice collaborator agar dapat memberikan keterangan
secara bebas tanpa adanya intimidasi, ancaman, ataupun tekanan dari pihak lain.
Keberadaan mekanisme perlindungan tersebut menjadi sangat penting, terutama
dalam putusan yang melibatkan pelaku dengan posisi, jabatan, atau pengaruh yang
kuat, karena keberanian saksi dalam mengungkap fakta sering kali menjadi faktor
penentu dalam menemukan kebenaran materiil.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2021, khususnya Pasal 30, memberikan kewenangan kepada kejaksaan
untuk melaksanakan penuntutan secara profesional, objektif, dan independen demi
kepentingan hukum. Independensi penuntut umum menjadi elemen penting dalam
mewujudkan equality before the law karena proses penuntutan harus didasarkan
pada alat bukti dan ketentuan hukum, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik,
jabatan, ataupun relasi kekuasaan. Dengan demikian, koordinasi yang profesional
antara penyidik, penuntut umum, dan lembaga peradilan menjadi prasyarat bagi
terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil dan akuntabel.

Analisis terhadap Putusan Nomor 796/Pid.B/2022 /PN Jkt.Sel menunjukkan
bahwa implementasi prinsip equality before the law dan fair trial dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari struktur
kelembagaan, kualitas sumber daya penegak hukum, mekanisme perlindungan
hukum, maupun kontrol sosial terhadap jalannya proses peradilan. Faktor-faktor
tersebut menentukan apakah persamaan di hadapan hukum hanya menjadi norma
konstitusional atau benar-benar diwujudkan dalam praktik penegakan hukum.
Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, faktor-faktor tersebut
tidak hanya berkaitan dengan aspek substansi hukum, tetapi juga menyangkut
efektivitas struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture)
dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara independen, profesional, dan
akuntabel.

Faktor pertama adalah relasi kekuasaan dalam struktur penegakan hukum.
Kedudukan Ferdy Sambo sebagai Perwira Tinggi Polri sekaligus pejabat yang
memiliki kewenangan strategis dalam institusi kepolisian memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap proses penanganan putusan, terutama pada tahap
penyelidikan dan penyidikan.

Faktor kedua adalah integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.
Keberhasilan penerapan prinsip equality before the law sangat bergantung pada
integritas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan
kewenangannya secara objektif, independen, dan bebas dari konflik kepentingan.
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Integritas aparat menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa setiap tindakan
penegakan hukum dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan atas dasar
loyalitas organisasi, hubungan personal, maupun tekanan jabatan.

Faktor ketiga adalah efektivitas perlindungan terhadap saksi dan justice
collaborator. Dalam putusan ini, keberanian Richard Eliezer untuk mengungkap
fakta yang sebenarnya menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan
terungkapnya konstruksi peristiwa pembunuhan secara utuh.

Faktor keempat adalah pengawasan publik dan transparansi proses
peradilan. Salah satu karakteristik penting dalam putusan Ferdy Sambo adalah
tingginya perhatian masyarakat terhadap jalannya proses hukum. Pemberitaan
media massa yang intensif, pengawasan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil,
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM), serta berbagai lembaga independen lainnya mendorong
meningkatnya transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip equality
before the law dan fair trial, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan
untuk menilai apakah kedua prinsip tersebut telah terlaksana secara efektif dalam
sistem peradilan pidana, antara lain:

Indikator pertama adalah independensi aparat penegak hukum.
Independensi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan prinsip equality
before the law karena menjamin bahwa setiap tindakan penyidik, penuntut umum,
maupun hakim didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum dan fakta yang
terungkap, bukan pada pengaruh jabatan, tekanan politik, kepentingan institusi,
ataupun hubungan hierarkis. Jaminan mengenai independensi tersebut tercermin
dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan, serta diperkuat oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indikator kedua adalah objektivitas pembuktian. Prinsip fair trial menuntut
agar seluruh proses pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh
secara sah, memiliki integritas, dan diuji secara terbuka dalam persidangan.
Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan bahwa hakim
hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta Pasal 184 KUHAP yang mengatur
jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam putusan pidana. Objektivitas
pembuktian juga menghendaki agar setiap alat bukti bebas dari manipulasi,
rekayasa, maupun penghilangan yang dapat mengaburkan kebenaran materiil.

Indikator ketiga adalah perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam
proses peradilan pidana. Prinsip equality before the law menghendaki agar setiap
pihak, baik tersangka, terdakwa, korban, saksi, maupun justice collaborator,
memperoleh perlindungan hukum yang sama sesuai dengan hak-haknya masing-
masing. Perlindungan tersebut meliputi hak atas bantuan hukum, hak untuk
memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak memperoleh rasa aman,
serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun ancaman
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.
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Indikator keempat adalah transparansi dan akuntabilitas proses peradilan.
Penegakan hukum yang adil tidak hanya bergantung pada integritas aparat penegak
hukum, tetapi juga pada adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap
seluruh tahapan proses peradilan. Transparansi memungkinkan masyarakat
memperoleh akses terhadap informasi mengenai jalannya proses hukum,
sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etik.

Putusan Ferdy Sambo menunjukkan bahwa hambatan utama dalam
penerapan prinsip equality before the law tidak terletak pada kekurangan atau
ketidaklengkapan norma hukum, melainkan pada implementasi norma tersebut
dalam praktik penegakan hukum. Secara normatif, Indonesia telah memiliki
landasan hukum yang memadai untuk menjamin persamaan di hadapan hukum
melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara
memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh
perlindungan serta kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut diperkuat melalui
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Keseluruhan regulasi tersebut pada dasarnya telah
memberikan kerangka hukum yang cukup untuk menjamin proses peradilan yang
adil (fair trial) dan perlakuan yang setara terhadap setiap orang tanpa memandang
jabatan maupun kedudukan sosial.

SIMPULAN

Implementasi prinsip equality before the law dalam Putusan Nomor
796/Pid.B/2022 /PN Jkt.Sel menunjukkan adanya perbedaan antara aspek normatif
dan praktik penegakan hukum. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah
memberikan jaminan konstitusional melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diperkuat
oleh ketentuan KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, serta peraturan lain yang mengatur penyelenggaraan sistem peradilan
pidana.

Analisis terhadap faktor dan indikator penegakan prinsip equality before the
law dan fair trial menunjukkan bahwa efektivitas kedua prinsip tersebut sangat
dipengaruhi oleh independensi aparat penegak hukum, integritas kelembagaan,
efektivitas perlindungan saksi dan justice collaborator, transparansi proses
peradilan, serta pengawasan publik yang berkelanjutan. Berdasarkan teori sistem
hukum Lawrence M. Friedman, kelemahan utama dalam putusan ini terletak pada
aspek struktur hukum dan budaya hukum yang masih rentan terhadap pengaruh
relasi kekuasaan, sedangkan substansi hukum pada dasarnya telah memadai
sebagai dasar penegakan hukum. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Endik
Wahyudi dan Sharon Hadassah Immanuela (2024) yang menegaskan bahwa
efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma
hukum, tetapi juga oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan
norma tersebut secara objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan tertentu.
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Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan sistem peradilan pidana
secara menyeluruh agar prinsip equality before the law dan fair trial dapat
diterapkan secara konsisten pada setiap tahapan proses peradilan. Upaya tersebut
dapat dilakukan melalui peningkatan independensi aparat penegak hukum dari
segala bentuk intervensi kekuasaan, penguatan mekanisme pengawasan internal
dan eksternal terhadap institusi penegak hukum, optimalisasi perlindungan
terhadap saksi dan justice collaborator sejak tahap penyidikan, serta pembentukan
budaya hukum yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, transparansi,
dan akuntabilitas. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme
penanganan putusan yang melibatkan aparat penegak hukum atau pejabat publik
agar potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dapat
diminimalkan.
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